
BUPATI REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAII KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR  6  TAHUN   2013

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAIIAAN DAERAII AIR MINU
KABUPATEN REANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA BSA

BUPATI RELJANG LEBONG,

0   Menimbang          :   a.     bahwa  untuk  meningkathan  linelja  perusAlr  Minum  Kabupaten  Rejang  Lebong  dalam
kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan
Kepegawaian  Perusahaan  Daerah  Air  Minum
Rej ang Lebong;

Daerah
pelayanan
rgan dan
abupaten

b.     bahwa dengan berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Organ  dan  Kepegawaian
Perusahaan  Daerah Air Minum,  maka Peraturan  Daerah
Kabupaten  Rejang I-ebong  Nomor  6  Tahun  2005  tentang
Kepengurusan   dan   Pedoman   Kepegawaian   Perusahaan
Daerah Air  Minum  Kabupaten  Rejang  Lebong  dipandang
tidak  sesual  lagi  dengan  kondisi  dan  situasi  saat  ini,
sehingga perlu diganti untuk disesuaikan;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada  huruf  a  dan  huruf  b,   maka  perlu  menetapkan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rejang   Lebong   tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat             :    1.      Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Danmt Nomor 4 Tahun  1956 (Lembaran
Negara Tahun  1956  Nomor  55),  Undang-Undang Darurat
Nomor  5  Tahun   1956   (Ifmbaran  Negara  Tahun   1956
Nomor 56)  Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956  (Lembaran  Negara Tahun  1956  Nomor  57)  tentang
Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   Termasuk   Kotapraja,
Dalam  Lingkungan  Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Selatan,
Sebagal   Undang-Undang   (Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  1959  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.     Undang-Undang            Nomor    5    tahun    1962    tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   1962   Nomor   10,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2387) ;



®

®

4.     Undang-undang         Nomor    9    Tahun     1967     tentang
Pembentukan   FTopinsi   Bengkulu    (   Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1967  Nomor   19,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

5.      Undang-undang     Nomor     32     Tahun     2004     tentang
Pemerintalran Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor   12  Tahun
2008  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2008
Nomor    59,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4844);

6.      Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234);

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   20  Tahun   1968   tentang
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  9  Tahun   1967  dan
Pelaksanaan     Pemerinfahan     di     Propinsi     Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor
34,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2854);

8.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   38   Tahun   2007   tentang
Pembagian   Urusan   Pemerintahan   Antara   Pemerintah,
Pemerintah      Daerah      Propinsi,      dan      Pemerintahan
Kabupaten/Kota  (Ifmbaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2007   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Rejang Lebong Nomor
16 Tahun  1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Dati 11 Re].ang Lebong.

Dengari Persetujuan Bersalna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN RFUANG LEBONG
dan

BupATI Rn]ANG LEBONG

Menetapkan     :

MEMUTUSEN:

PERATURAN       DAERAII      TENTANG             ORGAN      DAN
KEPEGAWAIAN     PERUSAIIAAN     DAERAII     AIR     MINUM
KABUPATEN RELANG LEBONG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.     Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3.     Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
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Dewan  Perwalrilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Perusahaan  Daerah Air  Minum  Kabupaten  Rejang  Lebong yang  selanjutnya
disingkat  PDAM  adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang
pelayanan air inun.

6.      Direksi adalah direksi PDAM.
7.     Dewan pengawas adalah Dewan pengawas PDAM.
8.     Pemerintah     Daerah     adalah     pemerintah     provinsi     atau     pemerintah

kabupaten/kota.
9.     Kepala Daerah adalah gubemur atau bupati atau walikota.
10.   Pegawai, adalch Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang digaji menurut

peraturan yang berlahi di Perusahaan Daerah Air Minum.
11.   Gaji pokok pegawai adalah gaji pokok yang ditentukan berdasarkan pangkat,

golongan dan ruang dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang
Lebon8.

12.   Tunjangan  Pegawai  adalah  tambahan  penghasilan  diluar  gaji  pokok  yang
diberikan kepada pegawal sesuai dengan kemampuan perusahaan.

13.   Jasa  produksi  adalah  laba  bersih  setelah  dikurangi  dengan  penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

14.   Pesangon  adalah   sejumlah  uang  tertentu  yang  diberikan   sekali   sebagal
jalninan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan
dirinya kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

15.   Penghasilan   Pegawai,   adalah   gaji   pokok   ditambah tunjangan-tun].angan
dan penghasilan lainnya yang sah.

16.   Dana representatif adalah dana taktis yang dianggarkan oleh perusahaan dan
penggunaannya ditentukan oleh Direksi.

17.   Dana Pensiun adalah  sejumlah uang tertentu  sebagai jaminan hari tua dan
balas   jasa   terhadap   pegawal   yang   telah   mengabdikan   dirinya   kepada
perusahaan.

18.   Istri/suami  adalah  seorang  istri  atau  seorang  suami yang  sah  berdasarkan
surat nikah atau akta perkawinan yang sah.

19.   Anak  adalah  anak  kandung  pegawai  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah
dan/atau  anak  angkat  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-undangan
yang   berlaku   yang   berumur   kurang   dari   21   tahun   belum   mempunyal
penghasilan sendiri dan belum atau tidck menihah dan/atau sampai dengan
25 tahun bagi yang masih bersekolah/kuliah.

20.   Pangkat   adalah   kedudukan  yang  menunjukhan   tingkat   seorang  pegawal
®    21.   Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,     tanggung  jawab,dalam ran9kaian Strulctur kepegawaian  sebagai dasar pembayaran gaji;

wewenang dan hck seorang pegawai dalam Stmktur Organisasi Perusahaan.

BAB 11
ORGAN PDAM

Bagian Kesatu
UmLm
Pasal 2

(I) PDAM  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  didukung  dengan  organ  dan
kepegawaian.

(2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.  Bupati selaku pemilik modal;
b.  Direksi; dan
c.  Dewan Pengawas.



Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 3

(1)  Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)  Batas usia Direksi yang berasal  dari luar PDAM  pada  saat diangkat pertama

kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)  Batas  usia Direksi yang  berasal  dari  PDAM  pada  saat  diangkat  pertama  kali

berumur paling tingri 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)  Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi

60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

( 1)  Calon Direksi memenuhi persyaratan:
a.  mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
b.  mempunyai pengalaman kelja  10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau

mempunyai  pengalaman  keq.a  minimal  15  tahun  mengelola  perusahaan
bagi   yang   bukan   berasal   dari   PDAM   yang   dibuktikan   dengan   surat
keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian balk;

c.  1ulus  pelatihan  manajemen  air minum  di  dalam  atau  di  luar negeri yang
telah terakreditasi dibulctikan dengan sertifikasi atau ijazah;

d.  membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan nisi PDAM;
e.  bersedia bekelja penuh waktu:
f.   tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Walal Bupati atau Dewan

Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus
atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

9.  Iulus  uji kelayakan  dan kepatutan yang dilaksanakan  oleh  tim  ahli yang
ditunjuk oleh Bupati.

(2)  Pengangkatan Direksi sebagainana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)  Jumlah   Direksi   ditetapkan   berdasarkan  jumlah   pelanggan   PDAM   dengan

0         ketentuan:a.   1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan salnpai dengan 30.000;
b.  paling banyak  3  (tiga)  orang  Direksi untuk jumlah pelanggan  dari  30.001

sampai dengan loo.000; dan
c.  paling  banyak  4  (empat)  orang  Direksi  untuk jumlah  pelanggan  di  atas

loo.000.
(2)  Penentuan jumlah  Direksi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b  dan

bumf c dila]aikan berdasarkan asas erisiensi dan efektivitas pengurusan dan
pengelolaan PDAM.

(3)  Direksi yang  beljumlah  paling banyak  3  (tiga)  atau  paling  banyak  4  (empat)
orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hunrf  b  dan  huruf  c,  seorang
diantaranya  diangkat  sebagai  Direktur  Utama  berdasarkan  penilaian  terbaik
atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap
selunih Direksi.

(4)  Masa jabatan  Direksi  sebagainana dimaksud pada ayat  (1)  selama 4  (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan.

(5)  Paling   lama   6   (enam)   bulan   sebeluln   berakhimya   nasa  jabatan   Direksi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),   Direksi  melaporkan  kepada  Bupati
melalui Dewan Pengawas mengenai bera]chimya masa jabatan Direksi.

(6)  Pengangkatan kembali sebagainana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila
Direksi terbukti mampu meningkathan kinelja PDAM dan pela.yanan kebutuhan
air minum kepada masyarakat setiap tahun.
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Pasal 6

( 1)  Direksi dilarang memanBku jabatan rangkap, yalmi :
a.   jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat

dan Daerah;
b.   anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
c.   jabatan  yang   dapat   menimbulkan   benturan   kepentingan   pada   PDAM;

dan/atau
d.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak
langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyal tugas:
a.  menyusun   perencanaan,   melakuhan   koordinasi   dan   pengawasan   selumh

kegiatan operasional PDAM;
b.  membina pegawai;
c.  mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.  menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.  menyusun  Rencana Strategis  Bisnis  5  (lima)  tahunan  (hast.rLess pzcm/coxportzte

pzarL/ yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f.   menyusun  dan menyampaikan Rencana Bisnis  dan Anggaran Tahunan PDAM

yang merupakan pen].abaran  tahunan  dan  Rencana  Strategis  Bisnis  (bztsiness
pzan/coxpora€e plan/ kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

9.  menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

(1) Laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  g  terdiri  dari  Laporan
Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan  Triwulan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari  laporan
kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) haporan  Tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  terdiri  dari  laporan
keuangan  yang  telah  diaudit  dan  laporan  manajemen  yang  ditandatangani

o(4)::So=anaE±e:££anse::¥=P=na8ad=Sakdi:Su¥:¥aana;=tpa(8;:rsp=L:aikanpaling
lambat  120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk
disahkan oleh  Bupati paling lambat dalam waktu  30  (tiga puluh)  hari setelah
diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat
15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota  Direksi  atau  Dewan  Pengawas  yang  tidak  menandatangani  Laporan
Tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  harus  disebutkan  alasannya
secara tertulis.

Pasal 9

Direksi   dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7
mempunyai wewenang:
a.  mengangkat   dan   memberhentikan   pegawai   PDAM   berdasarkan   Peraturan

Kepegawaian PDAM ;
b.  menetapkan  susunan  organisasi  dan  tata  kelja  PDAM  dengan  persetujuan

Dewan Pengawas;
c.  mengangkat pegawai untuk menduduhi jabatan di bawah Direksi;
d.  mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan:
e.  menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;



f.   menandatangani haporan 'mwulan dan Laporan Tahunan;
9.  menjual,    menjaminkan   atau   melepaskan   aset   milik   PDAM   berdasarkan

persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
h.  melakukan  pinjaman,   mengikatkan  diri  dalam   pep.anjian,   dan   melakukan

keljasama  dengan  pihak  lain  dengan  persetujuan  Bupati  atas  pertimbangan
Dewan Pengawas dengan menjaninkan aset PDAM.

Pasal 10

Untuk mendukung  kelancaran  pengelolaan  PDAM,  Direksi  dapat  diberikan  dana
representatif  paling   banyak   75%   (tujuh   puluh   lima  perseratus)   dari  jumlah
penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 1 1

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi,  pengangkatan Direksi baru
masih  dalam  proses  penyelesaian,  Bupati  dapat  menunjuk  dan  mengan8kat
Direksi  yang  lama  atau  seorang  Pejabat  Struktural  PDAM  sebagai  pejabat
sementara.

O(2)£:i*o:=k:ti:FsrBS:::g£¥p=tam¥n¥juL:Pdafa:¥:tg#:tie:ralant:q;ae:inbya:
Struktural  PDAM   atau  Pejabat  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah   sebagai
pej abat sementara.

(3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2) ditetaphan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  berlahi paling lama 6
(enan) bulan.

(5) Pejabat  sementara  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak
dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, LJasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

( 1)  Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

o  (2) r+=]§=g=bafe¥w==d/¥e¥eshuadfad;£ygatLLL}±er¥i:=i  istri/ suami  dan
anak; dan

b.   tunjangan lainnya.
(3)  Dalazn  hal  PDAM  memperoleh  keuntungan,  Direksi  memperoleh  bagian  dari

jasa produksi.
(4)  Besamya   gaji,   tunjangan,   dan   bagian   dari   jasa   produksi   sebagainana

dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  ditetapkan  oleh  Bupati  setelah
memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(5)  Jumlah   selumh   biaya   untuk   penghasilan   Direksi,    penghasilan   Dewan
Pengawas,  penghasflan  pegawal  dan  biaya  tenaga  kelja  lainnya  tidak  boleh
melebihi 40%  (empat puluh per seratus)  dari total biaya berdasarkan realisasi
Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

(1)   Direksi setiap akhir nasa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang
besarnya  ditetapkan  oleh  Bupati  berdasarkan  usul  Dewan  Pengawas  dan
kemampuan PDAM.

(2)   Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum nasa jabatannya berakhir
dapat  diberikan uang jasa pengabdian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
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(3)   Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)   didasarkan   atas   perhitungan  lamanya  bertugas   dibagi  nasa  jabatan
dikalihan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

( 1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
a.  cuti tahunan;
b.  cuti besar;
c.  cuti sakit;
d.  cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e.  cuti nikah;
f.   cuti bersalin; dan
9.  cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi  yang  menjalankan  cuti  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tetap
diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf  5
Pemberhentian

Pasal  15

( 1) Direksi berhenti karena:
a.  nasa jabatannya berakhir; dan
b.  meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena:
a.  permintaan sendiri;
b.  reorganisasi;
c.  melakulran tindakan yang merugikan PDAM;
d.  melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan

Daerah atau Negara;
e.  mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f.   tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 16

( 1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) humf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul
Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
juga  berlaku  bagi  Direksi  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dan  dalam
pemeriksaan olch pihck berwajib dikenakan penahanan.

(3) Pemberhentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
ditetapkan oleh Bupati disertal dengan alasan dan diberitahukan kepada yang
bersangfutan.

Pasal 17

(1) Paling  lambat   1   (satu)   bulan  sejak  pemberhentian  sementara  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  Dewan  Pengawas  melakukan  sidang yang
dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

(2) Ketentuan  sidang  Dewan  Pengawas  yang  dihadiri  oleh  Direksi  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),    dikecualikan   bagi   Direksi   yang   diberhentikan
sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 16 ayat (2).



(3) Dewan   Pengawas   melaporkan   kepada   Bupati   hasil   sidang   sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    dan    ayat    (2)    sebagai    bahan    Bupati   untuk
memberhentikan atau merehabilitasi.

(4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Direksi tidak
hadir  tanpa  alasan  yang  sah,  yang  bersangkutan  dianggap  menerina  basil
sidang Dewan Pengawas.

(5) Apabila  perbuatan  yang  dilckukan  oleh   Direksi  merupakan  tindak  pidana
dengan putusan bersalah  dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
bersan8kutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

Dalam hal Direksi diberhentikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17  ayat  (3)
dan  ayat  (5),  maka  untuk  mengisi  kekosongan  Direksi  dilakukan  pengangkatan
barn dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 19

(1) Dewan  Pengawas  berasal  dari  unsur  pejabat  Pemerintah  Daerah,  profesional
dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tingri 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 20

( 1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
a.  menguasai manaj.emen PDAM;
b.  menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
c.  tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Waldl Bupati atau  Dewan

Pengawas yang lain  atau  Direksi sampai  derajat ketiga baik menurut garis
lurus atau kesamping temasuk menantu dan ipar.

(2)  Pengangkatan anggota Dewan Pengawas  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2 1

(1)  Jumlah  anggota  Dewan  Pengawas  ditetapkan  berdasarkan jumlah  pelanggan
dengan ketentuan :
a.   paling  banyak  3   (tiga)   orang  untuk  jumlah  pelanggan  sampai  dengan

30.000; dan
b.   paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

(2)  Penentuan  jumlah  Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakuhan berdasarkan asas erisiensi pengawasan dan efekeivitas pengambilan
keputusan.

(3)  Anggota  Dewan   Pengawas   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   diangkat
seorang  sebagai  Ketua  merangkap  anggota  dan  seorang  sebagai  Sekretaris
merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

(4)  Dalaln pengambilan keputusan Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud pada
ayat (3), dihadiri minimal 50% +  1 dari jumlah Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas  paling lama 3  (tiga)  tahun  dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan.



(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud pada
ayat  (1)  dibuktikan  dengan  kinelja  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan  kegiatan  Direksi  dan  kemampuan  PDAM  dalam  meningkatkan
kinelja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Togas dan Wewenang

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyal tugas:
a.  melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan

dan pengelolaan PDAM;
b.  memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dininta atau tidak diminta

guna  perbaihan  dan  pengembangan  PDAM  antara  lain  pengangkatan  Direksi,
program kelja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan
PDAM,   rencana   pinjaman   dan   ikatan   hukum   dengan   pihak   lain,   serta
menerima,   memeriksa   dan/atau   menandatangani   Laporan   Triwulan   dan
Laporan Tahunan; dan

c.  memeriksa     dan     menyampaikan     Rencana     Strategis     Bisnis     (bus{uess
pzcm/coxportzte plan/,  dan  Rencana Bisnis  dan Anggaran Tahunan  PDAM yang
dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, mempunyai wewenang:
a.   menilai kinelja Direksi dalaln mengelola PDAM;
b.   menilai  Ifaporan  Triwulan  dan  Laporan  Tahunan  yang  disampaikan  Direksi

untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.   meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;

dan

®

d.   mengusulkan   pengangkatan,    pemberhentian    sementara,    rehabilitasi   dan
pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

(1)  Untuk   membantu    kelancaran    tugas    Dewan    Pengawas    dapat    dibentuk
Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(2)  Sekretariat    Dewan    Pengawas    sebagainana    dimaksud    pada    ayat    (1)
beranggotakan  paling  banyak  3  (tiga)  orang  dan  dibebankan  pada  Anggaran
PDAM.

(3)  Pembentukan  Sekretariat Dewan Pengawas  sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 26

Dewan Pengawas diberikan pen8hasilan berupa uang jasa.

Pasal 27

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak
45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

(2) Sekretaris  Dewan  Pengawas  merangkap  anggota  menerima  uang jasa  paling
banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35%  (tiga
puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
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Pasal 28

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan,  Dewan Pengawas memperoleh bagian
dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal
27.

Pasal 29

Besamya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemalnpuan
PDAM.

Pasal 30

(1) Dewan  Pengawas  mendapat  uang jasa  pengabdian  yang  besamya  ditetaphan
oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum nasa jabatannya
berakhir,  mendapat  uang jasa  pengabdian  dengan  §yarat  telah  menjalankan
tugasnya paling sedihit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)   didasarkan   alas   perhitungan   lamanya   bertugas   dibagi   nasa  jabatan
dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 3 1

( 1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a.  nasa jabatannya berakhir; dan
b.  meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
a.  permintaan sendiri;
b.  reorganisasi;
c.  kedudukan sebagai pejabat daerah telah beralchir;
d.  mencapai batas usia 65 (enam puluh lira) tahun;
e.  tidak dapat melaksanakan tugas:
f.   melakukan tindakan yang merugikan PDAM: dan
9.  melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan

Daerah atau Negara;
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Anggota Dewan  Pengawas yang melakuhan  perbuatan  sebagalmana  dimaksud
dalam  Pasal  31  ayat  (2)  huruf f  dan  humf g  diberhentikan  sementara  oleh
Bupati.

(2) Pemberhentian   sementara   sebagal   Anggota   Dewan   Pengawas   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  juga  berlalnl  bagi  Anggota  Dewan  Pengawas  yang
diduga melakulcan tindak pidana dan dalaln pemeriksaan  oleh pihak berwajib
dikenakan penahanan.

(3) Pemberhentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1)Paling   lambat    1    (satu)    bulan    sejak    pemberhentian    sementara,    Bupati
melaksanakan   rapat   yang   dihadiri   oleh   anggota   Dewan   Pengawas   untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
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(2) Ketentuan  rapat  yang  dihadiri  oleh  anggota  Dewan  Pengawas  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  dikecualikan  bagi  anggota  Dewan  Pengawas  yang
diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2).

(3)Apabila   dalam   wa]rfui    1    (satu)    bulan    Bupati    belum   melakukan   rapat
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  pemberhentian  sementara
batal demi hukum.

(4) Apabila  dalam  rapat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  anggota  Dewan
Pengawas  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah,  yang  bersangkutan  dianggap
menerima hasil rapat.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan  oleh  anggota Dewan  Pengawas  merupakan
tindak    pidana   yang    telah    memperoleh    kekuatan    hukum    tetap,    yang
bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (5),  maka untuk mengisi kekosongan  anggota Dewan
Pengawas dilahaikan pergantian atau pengan8katan baru anggota Dewan Pengawas
dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal
20.

BAB Ill
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 35

( 1)  Pengangkatan pegawal PDAM hanis memenuhi persyaratan:
a.   Warga Negara Republik Indonesia;
b.   berkelakuan baik dan belum pemah dihukum;
c.   mempunyal pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
d.   dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
e.   memiliki   ijazah   SLTP,   SMU/SMK   atau  yang   sederajat,   D-3,   S-1   atau

sederajat;
I.    usia  serendah-rendahnya  18  (delapan  belas)  tahun  dan  setinggi-tingginya

35 (tiga puluh lima) tahun; dan
9.1ulus seleksi.

(2)  Pengangkatan   pegawai   dilakukan   setelah   melalui   nasa   percobaan   paling
singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  bulan  dengan  ketentuan
memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bemilai baik.

(3)  Pengangkatan    pegawai    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (2),    dengan
mempertimban9lcan rasio kebutuhan pegawai yaitu 6 (enam) orang pegawal per
1.000 (seribu) pelanggan.

(4)  Selama  nasa  percobaan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (2)   dilakukan
penilaian meliputi :
a.   1oyalitas;
b.   kecakapan;
c.   kesehatan;
d.   keljasana;
e.   kerajinan;
f.    prestasi kelja; dan
9.   kejujuran.

(5)  Apabila pada akhir nasa percobaan calon pegawal tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  dapat  diberhentikan  tanpa  mendapat
uang pesangon.

11



Pasal 36

(1) Pengangkatan   pegawai   sebagainana   dimaksud   dalam   Pasal   35   ayat   (1)
diumumkan secara terbuka oleh Direksi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , mencantumkan antara lain:
a.  jumlah dan jenis lowongan;
b.  syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
c.  alamat tempat lamaran ditujukan;
d.  batas waktu pengajuan surat lamaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal pengangkatan pegawai sebagalmana dinaksud
pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Dalam  hal  pertimbangan  efesiensi  untuk  pekeljaan  tertentu,  Direksi  dapat
mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium
yang  besarnya  ditetapkan  dengan  Keputusan  Direksi yang  berpedoman  pada
Upah Minimum Kabupaten.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperbolehkan menduduld j abatan.

Pasal 38

(1)  Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)  Pegawai  yang  memasuld  nasa  pensiun  dapat  diberikan  kenaikan  pan8kat

pengabdian  setingkat  lebih  tinggi  dari  pangkatnya  dengan  ketentuan  paling
sedikit telah 2 (dua) tahun dalarn pan9kat terakhir.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Paragraf 1
Penghasilan

Pasal 39

(1)  Pegawai PDAM berhak atas gaji,  tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah
sesuai dengan pangkat, jenis pekeljaan dan tanggung jawabnya.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.  tunjangan pangan;
b.  tunjangan kesehatan; dan
c.  tunjangan lalnnya.

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dinaksud pada ayat (1)  hunif b diberikan
kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) metiputi pengobatan
dan/atau perawatan di rumah sahit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(5) Pemberian  hak  sebagaimana  dinaksud  pada  ayat   (1)   disesuaikan  dengan
kemampuan PDAM.

Pasal 40

(1)  Penyusunan  skala  gaji  pegawai  PDAM  dapat  mengacu  pada  prinsip-prinsip
skala  gaji  Pegawai  Negeri   Sipil  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan
kemampuan PDAM.

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  gaji  pegawai  PDAM  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1), ditetaphan dengan Keputusan Direksi.
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Pasal 4 1

(1) Pegawai yang  beristri/bersuami  diberikan  tunjangan  istri/suami  paling  tinga
10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

(2) Pegawai  yang  mempunyal  anak  berumur  kurang  dari  21   (dua  puluh  satu)
tahun,  belum mempunyai penchasilan  sendiri dan belum atau tidak menikah
diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus)  dari gaji pokok untuk
setiap anak.

(3) Tunjangan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   dapat  diperpanjang
sampai    umur    25    (dua    puluh    lima)    tahun,    dalam    hal    anak    masih
bersekolah/kuliah     yang     dibuktikan     dengan     surat     keterangan     dari
sekolali / perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak
untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

(1)  Pegawai  berhak  atas jaminan  hari  tua  yang  dananya  dihimpun  dari  usaha
PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetaphan dengan Keputusan Direksi.

(2)  Besamya  tunjangan jaminan  hari  tua  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

Dalam hal PDAM  memperoleh keuntungan,  pegawai PDAM  diberikan bagian dari
jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

( 1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai
diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila   yang   bersangkutan   belum   memenuhi   persyaratan   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  kenaikan  gaji  berkala  ditunda  paling  lama  2  (dua)
tahun.

Paragraf 2
Cuti

Pasal 45

( 1) Pegawal memperoleh hak cuti meliputi:
a.  cuti taliunan;
b.  cuti besar;
c.  cuti sakit;
d.  cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
e.  cuti nikah;
f.   cuti bersalin; dan
9.  cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Pegawal  yang  menjalankan  cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tetap
diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagainana dimaksud pada
ayat ( 1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pan8kat
Pasal 46

( 1)  Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu.
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(2)  Nana  dan  susunan  pangkat  pegawai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
yaltu :
a.   Pegawai Dasar Muda            :  Golongan A
b.   Pegawai Dasar MudaTk. I   :  Golongan
c.   Pegawai Dasar
d.   Pegawai Dasar Tk. I
e.   Pelaksana Muda
f.    Pelaksana Muda Tk. I
9.   Pelaksana
h.   Pelaksana Tk. I
i.    Star Muda
j.     StafMudaTk. I
k.   Star
I.     StafTk.I
in.  Star Madya
n.   StafMadyaTk. I
o.   Stafutama Madya
p.   Star utama

:  Golongan
:  Golongan
:  Golongan
:  Golongan
:  Golon8an
:  Golongan
:  Golongan
:  Golon8an
:  Golongan
:  Golongan
:  Golongan
:  Golongan
:  Golongan D Ruang 3;
:  Golongan D Ruang 4.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 48

(1) Pegawai  yang  mempunyai  kemampuan   dan  profesional   dibidangnya  dapat
dian8kat untuk menduduki jabatan tertentu.

(2) Untuk   melakukan   penilaian   atas   kemampuan   dan   profesional   pegawai
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Direksi  membentuk Tim  Pertimbangan
Jabatan.

(3) Pengangkatan   untuk   mendudulri  jabatan   tertentu   dan   pembentukan   Tim
Pertimbangan  Jabatan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf I
Penilaian Pelaksanaan Pekezj aan

Pasal 49

Setiap pegawai dilakukan pelaksanaan penflalan pekeljaan setiap akhir tahun oleh
pejabat penilai.

Pasal 50

(1) Hasil penilalan  pelaksanaan pekeljaan pegawal  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, dituangkan dalam daftar penilalan pelaksanaan pekeljaan

(2) Dalam  daftar  penilaian  pelaksanaan  pekeq.aan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1), memuat unsur-unsur yang dinilal yaitu :
a.  kesetiaan;
b.  prestasi kelja;
c.  tanggungjawab;
d.  ketaatan;
e.  kejujuran;
i.   kerjasana;
9.  prakarsa;
h.  kepemimpinan.
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(3) Nilai  pelaksanaan  pekeljaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dengan
sebutan dan angka sebagal berikut :
a.  amatbaik    =   91-loo;
b.  baik               =    76-90;
c.   cukup           =    61-75;
d.  sedang          =    51-60;
e.  kurang         =   50-kebawah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian pekeljaan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) , diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 5 1

( 1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun.
(2) Daftar  Urut  Kepangkatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   digunakan

sebagai   salah   satu   bahan   pertimbangan   obyektif   dalam   melaksanakan
pembinaan karier pegawai.

(3) Urutan yang digunakan untuk menetapkan daftar urut kepangkatan, yaitu :
a.  pan9kat;
b.  jabatan;
c.  nasa keria;
d.  Iatihan I.abatan;
e.  pendidikan;
f.   usia.

(4) Ketentuan   lebih   lanj.ut   mengenai   Daftar   Urut   Kepangkatan   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) , diatur dalaln Peraturan Bupati.

Bagian Kelina
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

( 1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai nasa kelja
secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

(2) Direksi  memberikan  tanda  jasa  kepada  pegawai  yang  telah  menunjukkan

O(3)i=£e:n;¥=a%be::asa¥¥]#ied:;i:(;F£::::p;:£g:£:d=K:;a:¥san:nse£:gs¥nana

Bagian Keenan
Kewajiban dan larangan

Pasal 53

Setiap pegawai wajib:
a.  memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila  dan  melaksanakan  Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
c.  mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
d.  memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 54

Setiap pegawal dilarang:
a.   melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
b.   menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri

dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
c.   mencemarkan nana balk PDAM, Daerah dan/atau Negara.
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Bagian Ketujul
Pelanggaran dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pelanggaran

Pasal 55

Setiap   ucapan,   tulisan   atau   perbuatan   pegawai   yang   melanggar   ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 56

(1)  Pegawal  PDAM  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  sebagainana  dimaksud
dalam Pasal 55 dapat dikenakan hukuman.

(2)  Jenis hukuman sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a.   teguran lisan;
b.   teguran tertulis;
c.   penundaan kenaikan gaji berkala;
d.   penundaan kenaikan pan8kat;
e.   penurunan pangkat;
f.    pembebasan jabatan;
9.   pemberhentian sementara;
h.   pemberhentian dengan homat; dan
i.    pemberhentian dengan tidak hormat.

(3)  Ketentuan    lebih    lanjut    mengenal    pelaksanaan    penjatuhan    hukuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 57

(1) Pegawal   PDAM   diberhentihan   sementara   apabila   diduga   telah   melakukan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  paling lama 6
(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

(3) Direksi atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap  Pegawai

®        :eDb{¥!£:ianan8adi(i£:r±es:[i]{;:d:ea?:tn:;[a yang didu8a telah melalckan |arangan
Pasal 58

(1) Pegawai  PDAM  yang  diberhentikan  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  57  ayat  (1),  mulal bulan berikutnya diberihan penghasilan  sebesar  50%
(lira puluh per seratus) dari gal.i.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagainana dimaksud pada
ayat ( 1) tidak terbukti bersalah, pegawal yang bersangkutan harus dipekeljakan
kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang
belun diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

( 1)  Pegawai diberhentikan dengan homiat, karena:
a.   meninggal dunia;
b.   pemiintaan sendiri;
c.   tidak dapat melaksanakan tugas;
d.   tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
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e.   telah mencapal usia pensiun; dan/atau
f.    reorganisasi.

(2)  Pegawai yang diberhentihan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya
ditetaphan dengan Keputusan Direksi.

(3)  Pegawai  yang  diberhentikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
a.  melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah LJabatan;
b.  dihukum  berdasarkan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana yang  telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
c.  merugikan keuangan PDAM.

BAB IV
PENGGOLONGAN DAN BENTUK ORGANISASI

Bagian Kesatu
Penggolongan

Pasal 6 1

®    (1) Dalam    mendukung    pelaksanaan    Pedoman   Akuntansi    PDAM    ditetapkan
penggolongan PDAM berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM.

(2) Penggolongan PDAM sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) terbagi dalam :
a.  Tipe A;
b.  Tipe
c.   Tipe
d.  Tipe
e.

(3) Penggolongan   untuk   tipe   PDAM   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),
didasarkan pada jumlah sambungan pelanggan yaitu sebagai berikut :
a.  Tipe  A  adalah  PDAM  yang  jumlah  pelanggannya  sampal  dengan   10.000

(sepuluh ribu) sambungan pelanggan;
b.  Tipe  8 adalah PDAM yang jumlah pelanggarmya sebanyak  10.001  (sepuluh

ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
c.  Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggarmya sebanyak 30.001  (tiga puluh

ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan;
®         d.  Tipe  D  adalah  PDAM  yang  jumlah  pelanggannya  sebanyak  50.000  (1ina

puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;
e.  Tipe E adalah PDAM yang ].umlah pelanggannya lebih dari   100.000  (seratus

ribu) sambungan pelanggan.
(4) Penggolongan  PDAM  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan  dasar

dalam pembentukan organisasi dan penerapan Pedoman Akuntansi PDAM.

Bagian Kedua
Bentuk Organisasi

Pasal 62

Bentuk organisasi PDAM harus memperhatikan :
a.  beban  kelja  dan  fleksibel  dalam  arti  mudah  dikembangkan  dan  disesuaikan

dengan perkembangan PDAM dan pembagian tugas dalam struktur organisasi;
b.  rentang   kendali   serta   pendelegasian   wewenang   yang  jelas   dari   stnulchir

organisasi yang efisien, efektif dan proporsional;
c.  sesuai  dengan  sifat  kegiatan  PDAM,  sangat  relevan  mengembangkan jabatan

fungsional daripada memperbesar struktur;
d.  bentuk organisasi PDAM disusun dalam stm]ctur organisasi,  uraian tugas dan

tata kelja yang tidak tumpang tindih, terkoordinir, terintegrasi dan sinkronisasi
yang diatur dalam Peraturan Bupati;
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e.  bentuk  organisasi  yang  dibangun  memperhatikan  kesinambungan  organisasi
dan kesederhanaan serta efisien dari segi biaya;

f.   dalam  penempatan  pegawai  dalam  jabatan  hanis  memperhatikan  keahlian
dalam tugas kelja serta akuntabilitas ken.a yang dapat dipertanggung jawabkan;

9.  penempatan untuk jabatan Direksi ditetapkan oleh Bupati sedan9kan jabatan di
bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi;

h.  organisasi   PDAM   harus   mengarah   kepada   peningkatan   pelayanan   untuk
mencapai kepuasan pelanggan.

Pasal 63

(1) Bentuk Organisasi PDAM  sebagainana dimaksud dalarn Pasal 61  ayat (1)  dan
memperhatikan ketentuan Pasal 62, ditetapkan sebagai berikut :
a.  PDAM Tipe A, terdiri dari :

1.   I  (satu) Direktur ;
2.  2   (dua)   Kepala   Bagian   yang   membidangi   Bagian   Administrasi   dan

Keuangan dan Bagian Tehnik;
3.  maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian.

b.  PDAM Tipe 8, terdiri dari :
1.   1  (satu) Direktur;
2.  3   (tiga)   Kepala   Bagian   yang   membidangi   Bagian   Administrasi   dan

Keuangan, Bagian Tehnik dan Bagian Hubungan Pelanggan;
3.  maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian.
4.  Unit  Cabang yang  dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Unit  setingkat  Kepala

Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direlrfur.
c.   PDAM Tipe C, terdiri dari :

1.   1 (satu) Direktur Utama;
2.  2  (Dua) Direlctur yaitu Direktur Adhinistrasi dan Keuangan dan Direktur

Tehnik;
3.  6   (enam)   Kepala  Bagian  yang  membidangi  Bagian  Keuangan,   Bagian

Perencanaan Tehnik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian
FToduksi dan Bagian Transrnisi dan Distribusi;

4.  maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian;
5.  Unit  Cabang yang  dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Unit  setingkat  Kepala

Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direkeur Utama.
d.  PDAM Tipe D, terdiri dari :

1.   1 (satu) orang Direktur Utama;

®              2.?e(;:::;a£;Direktur  yaltu  Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direlctur
3.  7   (tujuh)   Kepala  Bagian  yang  membidang  Bagian   Keuangan,   Bagian

Perencanaan Tehnik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian
Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan;

4.  maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian;
5.  Unit  Cabang yang  dikepalal  oleh  seorang  Kepala  Unit  setingkat  Kepala

Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama,
e.  PDAM Tipe E, dapat mengembangkan struktur organisasinya sendiri dengan

pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur.
(2) Untuk PDAM Tipe  C,  Tipe  D  dan Tipe E  sebagainana dimaksud  pada ayat  (1)

huruf c, huruf d dan huruf e, dimun8lrinkan untuk mengembangkan strulctur
organisasinya  dengan  penambahan  bagian  yang  membidangi  Bagian  Satuan
Pengawas  lntern  (SPI)   dan  Bagian  Penelitian  dan  Pengembangan   (Litbang),
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

BABV
TARIF

Pasal 64

( 1) Perhitungan tarif berdasarkan volume air yang ten.ual.
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(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat
biaya sebagai berikut :
a.  biaya rendch;
b.  biaya dasar;
c.  biaya pench.

(3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan pada kesepakatan antara
PDAM dengan pelanggan khusus yang dinaksud.

(4) Atas  dasar  perhitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),
Bupati  menetapkan  tarif  menurut  kelompok  pelanggan  dan  blok  konsumsi,
dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemalnpuan masyarakat.

(5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  adalah tercantum
pada Tabel dibawah ini :

Kelompok Pelanggan
Dasar Penetapan Tarif

0 - 13 m3 1 1 - 20 m3 >m3

Kelompok I Tingkat Biaya Tingkat Biaya Tingkat Biaya
Rendah Rendah Rendali

Kelompok 11
Tingkat Biaya Tingkat Biaya Tingkat Biaya

Rendah Besar Penuh

Kelompok Ill
Tin8kat Biaya Tingkat Biaya Tingkat Biaya

Dasar Penul Penuh

Kelompok IV
Tingkat Biaya Tingkat Biaya Tingkat Biaya

Penuh Penul Penuh

Kelompok Khusus Berdasarkan Kesepakatan

®

Pasal 65

( 1 ) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi
(2) Apabila   teljadi   perubahan   tin8kat   inflansi   dan   beban   bunga   pinjalnan,

selambat-1ainbatnya 1 (satu) tahun sekali Direksi melakukan penyesuaian tarif.
(3) Penyesuaian  tarif  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  kepada

Bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 66

(1) Apabila  teljadi  perubahan  komponen  biaya.,   selambat-lambatnya  4   (empat)
tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.

(2) Peninjauan  tarif sebagaimana  dinaksud  ayat  (1)  disampaikan  kepada  Bupati
melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 67

(1) Selalnbat-1ambatnya 3  (tiga)  bulan sejck diterimanya usulan penyesualan atau
peninjauan tarif sebagainana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66,  Bupati
sudah menetapkan atau menolak usulan tarif.

(2) Apabila  Bupati  menolak  usulan  tarif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Direksi mengajukan usulan tarif baru berdasarhan petunjuk Bupati.

BJue VI
DANA PENSIUN

Pasal 68

(1) Direksi  dan  Pegawai  PDAM  wajib  diikutsertakan  pada  program  pensiun yang
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga
Keuangan.
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(2) Penyelenggara    program    pension    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi
dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Atas  pertimbangan  efektifitas  dan  efisiensi  penyelenggara  program  pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutanakan dana pensiun pemberi kelja
yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VII
ASOSIASI

Pasal 69

(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Selunin
Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM  dapat  memanfaatkan  PERPAMSI  sebagai  asosiasi  yang  menjembatani
kegiatan  keljasama  antar  PDAM  dalam  dan  luar  negeri  dan  berkoordinasi
dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 70

( 1) Pembinaan uniuni dan pengawasan terhadap PDAM dilalnikan oleh Bupati.
(2) Dalam melakukan pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada   ayat   (I),   Bupati   dibantu   oleh   Sekretaris   Daerah   dan   Inspektorat
Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN IAIN-IAIN

Pasal 7 1

Apabila dalam 2  (dua)  talrmi berturut-turut Direksi tidak mampu menin9katkan
kineq.a  dan  pelayanan  air  minum  kepada  masyarakat,  Bupati  dapat  mengganti
Direksi.

Pasal 72

PDAM dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan bantuan untuk anal atau
tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri
harus mendapat izin dari Bupati.

BABX
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Badan Pengawas PDAM tetap
melaksanakan tugas sampai berakhir nasa jabatannya.

Pasal 75

Direksi,    Badan   Pengawas,    dan   Kepegawaian   PDAM    menyesuaikan   dengan
Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada  saat  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini,  semua  ketentuan  produk  hukum
daerah  yang  berkaitan  dengan  organ  dan  kepegawaian  PDAM  dinyatakan  tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang   Ijebong   Nomor   6   Tahun   2005   tentang   Kepengurusan   dan   Pedoman
Kepegawaian  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Rejang  Lebong,  dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlahai pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah  ini  dengan  penempatarmya  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rejang
Lebon8.
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